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Pansus Kejar Tanah 2,5

Hektare di Bali Hyatt

Buat Laporan ke
Kementerian ATR/BPN

DENPASAR - Pansus Aset
DPRD Bali terus mengejar len-
yapnya lahan seluas 2,5 hektare
milik Pemprov Bali di kawasan
Hotel Bali Hyatt, Sanur Bali. Ket-
ua Pansus Aset, Nyoman Adnya-
namenegaskan, pihaknya sudah
mendapat titik terang setelah
konsultasi dengan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
RI, belum lama ini. ;

Berdasar hasil konsultasi terse-
but, Kementerian ATR/BPN bisa
membatalkan kepemilikan lahan
yang sudah dikuasai pihak ketiga
tanpa melalui putusan penga-
dilan. Halitu tentu menjadi angin
segar bagi pansus untuk kembali
merebut aset yang hilang bak
ditelan bumi. “Kami sudah mi-

liki data pendukung yang valid.

Selama ini tanah 2,5 hektare milik
pemprov di Bali Hyatt itu tak per-
nah dijual pada PT Wyncorr dan
pihak manapun,” ujar Adnyana
kepada koran ini, kemarin (8/8).
Adnyana mencontohkan data
valid yang dimiliki yakni denah
lokasi tanah milik pemprov. Dari
denah tersebut bisa diketahui
bahwa tanah pemprov berada
di tepi pantai. Bahkan, Adnyana
menyatakan memiliki saksi hidup
yang menyatakan tidak pernah
ada jual beli lahan kepada pihak
ketiga sejak tahun 1971. Dari
berbagai data dan saksi yang
dimiliki itu, pansus segera mem-

buat kronologi untuk dilaporkan
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Kalau lahan itu kembali
ke pemprov nilainya
lumayan besar. Hitung
saja kalau harga 1 are
Rp 1 miliar, dikali 2,5
hektare. Itu lahan milik
pemerintah yang artinya
juga milik rakyat harus
diselamatkan.”

Nybman Adnyana, Ketua
Pansus Aset .

kepada Kementerian ATR/BPN.
Pansus berharap laporan itu

bisa diproses dan lahan pemprov

bisa kembali. Kendati demikian,
pansussangatberharap dukungan
dari eksekutif. Pemprov diharap-
kan memberikan data pendukung
lainnya serta mempermudah

pansus mengaksesinformasilapa-

-ngan. Tanpa adanya dukungan -

dari eksekutif, pansus tentu berat
melangkah sendiri. “Kalau lahan
itu kembali ke pemprov nilainya
lumayan besar. Hitung saja kalau
harga 1 are Rp 1 miliar, dikali 2,5
hektare. Itu lahan milik pemerin-
tah yang artinya juga milik rakyat
harus diselamatkan,” papar politisi
PDIP asal Bangli itu.

Ditegaskan Adnyana, ketidakjela-
sanasetpemprovdi kawasan Hotel
Bali Hyatt telah menimbulkan
kerugian besar. Pemprov tidak per-
nah mendapatkan kontribusi atau
pemasukan dari pihak pengelola.
Bahkan, pemprovmenurutAdnya-
najuigatidal likisaharm apap-
un meski lahannya digunakan.

MAULANA SANDIJAYA/RADAR BALI

BURU ASET: Ketua Pansus Aset DPRD
Bali Nyoman Adnyana menyatakan
siapmemburu tanah 2,5 hektare milik
pemprov di Hotel Bali Hyatt, Sanur.

Data yang didapatkan pansus,
status tanah. masih mengambang,
Pembuktian kepemilikan saham
maupun penjualannya belum bisa
dijadikan bukti. “Jadi, kondisi aset
pemprov ini gak jelas. Uang sewa

gak dapat, saham juga gak punya. -

Sekarang tanahnya juga gak jelas
statusnya,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi I
DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya
mengatakan, kasus sengketa

tanah pemprov di Hotel Bali Hy-

att merupakan kasus lama sejak
tahun 1971. Status tanah tersebut
pada 1971 berubah menjadi sa-
ham 10 persen dari 5 persen PT
Sanur Bali Resort Development.
Tapi, sekarang saham tersebut
tidak jelas dan belakangan tanah
dikuasai sebuah yayasan. “Kami
ingin mengembalikan hal itu.
Apakah berupa saham, atau aset
tanah bisa kami dapatkan kem-
bali,” ujar politisi gaek asal Kuta
Selatan itu. (san/dot)
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